Faculty of Education

]Oul’l’lal Of Innovative and CreatiVity University of Pahlawan Tuanku Tambusai

. ./ ' oecy ISSN 2775-771X (Online)
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy ISSN 2962570 (Brinted)

e-mail: journaljoecy(@gmail.com 5(2) 2025, Page : 11547-11551

Mediasi Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam:
Studi Kasus PN Medan No. 703/Pdt.G/2024

Muhamad Habib!, Susy Putri Wihadi?, Nunuk Jati Saputri3, I Komang Agus Tri4,
Alfred Ariyanto’, Jimmi Marliston PAS¢

12345Universitas Duta Bangsa Surakarta
Cotresponding Authotr: Muhamad Habib, muhamad habib@udb.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Artikel ini membahas efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan keluarga Muslim, dengan fokus
pada kasus Pengadilan Negetri Medan No. 703/Pdt.G/2024. Studi ini menganalisis bagaimana mediasi digunakan sebagai
metode non-litigasi yang efisien, adil, dan berotientasi pada prinsip maslahah dalam hukum Islam. Penelitian ini
menggambarkan struktur proses mediasi, peran kuasa hukum, serta nilai sosial dan ekonomis yang ditawarkan oleh
pendekatan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga
menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi
penguatan kolaborasi antara lembaga peradilan dan pendidikan hukum waris Islam untuk mendukung implementasi mediasi
sebagai solusi utama dalam konflik waris Muslim kontemporer.

Kata Kunci: mediasi, hukum watis islam, maslahah, sengketa watis, pengadilan negeti medan

ABSTRACT

This article explores the effectiveness of mediation in resolving inheritance disputes among Muslim families, focusing on the
case of the Medan District Coutt No. 703/Pdt.G/2024. It analyzes how mediation serves as a non-litigation method that is
efficient, fair, and rooted in the Islamic legal principle of maslahah. The study outlines the structure of the mediation
process, the role of legal representatives, and the socio-economic benefits provided by this approach. The findings show
that mediation not only accelerates dispute resolution but also preserves family harmony and offers more sustainable
outcomes. The article concludes with a recommendation to strengthen collaboration between judicial institutions and
Islamic inheritance education to promote mediation as the primary solution in contemporary Muslim inheritance conflicts.
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PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer, permasalahan waris sering kali
menimbulkan konflik antaranggota keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Sengketa
semacam ini bukan hanya menyangkut hak hukum atas harta peninggalan, melainkan juga
mencerminkan dinamika relasi keluarga dan ketegangan antara norma agama, hukum negara, serta
kebiasaan lokal (Khaeri, 2022; Simbolon & Saragih, 2021). D1 sinilah letak kompleksitas hukum waris di
Indonesia, di mana pluralisme hukum menghadirkan tantangan dalam menentukan otoritas hukum
mana yang akan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Secara normatif, hukum waris Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang
berhak mewarisi dan proporsi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana termuat dalam Al-Qut’an dan
Sunnah. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim yang tidak menjalankan ketentuan ini
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secara utuh, baik karena ketidaktahuan, tekanan sosial, atau kepentingan pribadi. Hal ini memunculkan
berbagai interpretasi dan praktik yang sering kali tidak selaras dengan prinsip hukum Islam, termasuk
dalam hal pengakuan terhadap anak angkat atau ahli waris berbeda agama (Windani & Meiliawati,
2023).

Pluralisme hukum yang membolehkan individu memilih jalur hukum sesuai keyakinan atau
preferensinya, turut memperumit sengketa waris. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang bersengketa
memilih membawa perkara ke Pengadilan Negeri alih-alih Pengadilan Agama, meskipun sengketa
tersebut bersumber dari hubungan kekeluargaan Islam. Akibatnya, proses penyelesaian kerap kali tidak
mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan
harmoni sosial (Syafi’i & Anggraini, 2023).

Dalam kerangka ini, mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai
dengan konteks masyarakat Muslim. Mediasi tidak hanya menawarkan penyelesaian yang lebih cepat
dan murah dibandingkan dengan litigasi (Hidayat & Komarudin, 2020), tetapi juga memfasilitasi
penyelesaian damai yang menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hukum Islam, pendekatan mediasi
juga selaras dengan prinsip islah, yaitu perdamaian sebagai bentuk keutamaan penyelesaian konflik
(Ramadhany et al., 2021).

Studi ini menyoroti kasus Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pdt.G/2024 sebagai contoh
konkret bagaimana mekanisme mediasi dijalankan dalam sengketa waris keluarga Muslim. Meskipun
prosesnya berlangsung di pengadilan negeri, substansi hukum yang digunakan merujuk pada Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang mempertegas perlunya pengakuan terhadap hukum Islam dalam forum
peradilan umum (Batubara & Hadiningrum, 2025).

Dalam kasus tersebut, pihak yang bersengketa setuju menjalani proses mediasi dan
menghasilkan akta perdamaian yang disahkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat
menjembatani perbedaan persepsi hukum dan meredam potensi konflik lanjutan. Secara sosial,
penyelesaian ini berdampak positif bagi keluarga karena menghindari proses litigasi panjang yang dapat
memperuncing ketegangan emosional (Rizaldi et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data berasal dari
dokumen perkara, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan terkait hukum waris dan
prosedur mediasi. Peneliti menelusuri struktur proses mediasi, peran mediator, peran kuasa hukum,
serta pertimbangan sosial-budaya yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa
waris di kalangan keluarga Muslim; (2) mengkaji peran hakim, kuasa hukum, dan notaris dalam proses
mediasi; (3) menilai kontribusi mediasi terhadap keadilan sosial dan kepastian hukum; dan (4)
mengidentifikasi manfaat sosial-ekonomi dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi (Arifin et al.,
2024; Ikhsan et al., 2022).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kajian hukum, tetapi juga
menyumbangkan wacana alternatif bagi masyarakat dan lembaga peradilan dalam mengelola konflik
waris secara lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Dengan menggabungkan kerangka teori pluralisme hukum, maqashid syariah, dan keadilan
restoratif, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang
lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah masyarakat
multikultural seperti Indonesia (Ismiradi, 2024; Tarmizi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Fokus
penelitian tertuju pada kasus sengketa waris di Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pdt.G/2024 yang
diselesaikan melalui jalur mediasi. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada kompleksitas perkaranya
serta relevansinya dalam menggambarkan dinamika penerapan hukum waris Islam dalam kerangka
pluralisme hukum di Indonesia.

Sumber data utama diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pengadilan, termasuk salinan
putusan, berita acara mediasi, dan akta perdamaian. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur
akademik yang relevan, seperti jurnal hukum Islam, peraturan perundang-undangan (misalnya
Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016), serta buku-buku referensi hukum waris.
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Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dan mengkaji elemen-elemen penting
dari proses mediasi, seperti peran hakim mediator, kontribusi kuasa hukum, dan partisipasi ahli waris
dalam merumuskan kesepakatan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengevaluasi aspek-aspek
sosial-ekonomi dari penyelesaian sengketa secara damai dan dampaknya terhadap relasi keluarga.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan implikasi dari praktik mediasi dalam
konteks hukum waris Islam yang lebih luas.

HASIL

Berdasarkan analisis tethadap dokumen perkara PN Medan No. 703/Pdt.G /2024, ditemukan
bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa waris sepakat untuk menempuh jalur mediasi. Proses ini
dimulai dengan penetapan mediator oleh hakim, yang kemudian memfasilitasi beberapa kali pertemuan
antara para ahli waris. Dalam proses mediasi tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap status masing-
masing ahli waris, objek warisan yang disengketakan, serta keabsahan dokumen pendukung.

Hasil dari mediasi menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk akta
perdamaian. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian aset warisan secara proporsional berdasarkan
prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam (KKHI), kondisi sosial-
ckonomi para pihak, dan nilai musyawarah kekeluargaan. Proses ini berhasil menyelesaikan sengketa
dalam waktu relatif singkat—kurang dari tiga bulan—dan menghindarkan para pihak dari proses litigasi

panjang.

Selain itu, data menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mediasi lebih rendah
dibandingkan litigasi konvensional, yaitu sebesar Rp 344.850.000. Hal ini mencakup honorarium
mediator, biaya administrasi, dan penyusunan akta. Efektivitas biaya ini disoroti sebagai salah satu daya
tarik utama penyelesaian melalui mediasi (Rizaldi et al., 2023).

Para pihak menyatakan kepuasan atas hasil mediasi karena selain memperoleh kepastian hukum
melalui pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan, hubungan kekeluargaan pun tetap terjaga. Tidak
ditemukan keberatan pasca mediasi, dan akta perdamaian tersebut kini menjadi acuan hukum sah dalam
pelaksanaan distribusi warisan.

PEMBAHASAN

Hasil mediasi dalam perkara PN Medan No. 703/Pdt.G/2024 menunjukkan bahwa pendekatan
non-litigasi dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga terkait warisan. Salah
satu aspek penting dari pembahasan ini adalah bagaimana proses mediasi mampu mengakomodasi
prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus memenuhi nilai keadilan substantif dalam masyarakat yang plural
secara hukum.

Proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim di pengadilan negeri membuktikan fleksibilitas
sistem hukum dalam mengadopsi norma keagamaan. Meskipun bukan pengadilan agama, hakim
mengakui dan menggunakan rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penyelesaian. Hal
ini mencerminkan upaya integratif antara hukum negara dan hukum Islam (Batubara & Hadiningrum,
2025).

Penetapan mediator yang netral dan berpengetahuan cukup tentang hukum waris menjadi salah
satu faktor keberhasilan. Mediator berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antar pihak,
memastikan bahwa setiap ahli waris memahami haknya, dan membantu para pihak menemukan solusi
yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan manusiawi (Ahmad et al., 2021).

Keputusan para ahli waris untuk menyetujui pembagian warisan secara proporsional
menunjukkan efektivitas nilai musyawarah dan kompromi. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah,
khususnya aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-‘irdh (penjagaan kehormatan).
Penyelesaian ini juga memperkuat silaturahmi, menghindari konflik berkepanjangan yang lazim dalam
proses litigasi (Ramadhany et al., 2021).

Secara sosial-ekonomi, mediasi lebih menguntungkan karena waktu penyelesaian yang singkat
dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, dengan adanya akta
perdamaian yang disahkan oleh pengadilan, para pihak memiliki kepastian hukum yang kuat. Ini
menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya alternatif, tetapi bisa menjadi preferensi utama dalam
penyelesaian sengketa waris, terutama pada konteks keluarga Muslim modern (Rizaldi et al., 2023).
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Pembahasan ini juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan kuasa hukum yang memahami
konteks hukum Islam dan pluralisme hukum di Indonesia. Kuasa hukum bertindak tidak hanya sebagai
pendamping hukum, tetapi juga sebagai konsultan moral dan budaya yang membantu para pihak
menavigasi aspek hukum yang kompleks (Ikhsan et al., 2022).

Dengan demikian, kasus ini membuktikan bahwa integrasi hukum Islam dalam praktik
pengadilan umum dapat diwujudkan melalui pendekatan mediasi yang konstruktif dan inklusif. Model
ini layak untuk direplikasi dalam perkara serupa di berbagai wilayah, dengan penyesuaian kontekstual
yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kalangan
keluarga Muslim, dengan fokus pada perkara PN Medan No. 703/Pdt.G/2024. Dari hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa mediasi terbukti menjadi metode penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan
mampu menjaga harmoni keluarga.

Kesepakatan damai yang dicapai melalui proses mediasi menunjukkan bahwa pendekatan ini
dapat mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, terutama prinsip maqashid syariah, serta menghindari
konflik berkepanjangan yang sering muncul dalam proses litigasi. Keterlibatan hakim sebagai fasilitator
yang netral, kuasa hukum yang memahami hukum Islam dan budaya lokal, serta pengesahan akta
perdamaian oleh pengadilan negeri memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap hasil mediasi.

Dari segi sosial dan ekonomi, mediasi menawarkan keunggulan dalam efisiensi waktu dan biaya.
Selain itu, mediasi memungkinkan partisipasi aktif dari semua ahli waris dalam proses penyelesaian,
yang meningkatkan kepuasan dan penerimaan atas hasil kesepakatan.

Studi ini merekomendasikan penguatan peran mediasi dalam sistem peradilan Indonesia,
khususnya dalam sengketa waris yang melibatkan keluarga Muslim. Perlu ada pelatithan khusus bagi
hakim dan mediator mengenai hukum waris Islam, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai.

Dengan demikian, mediasi bukan hanya solusi alternatif, tetapi dapat menjadi mekanisme utama
dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, jika didukung oleh kerangka hukum yang inklusif dan
pendidikan hukum yang berkelanjutan.
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